ABSTRAKSI

Penelitian skripst ini berjudul Penegokan Flukum Perzininan tentang
Pemondokan memirwt PERDA Nomor 9 Takwun 2007 di Kabupaten Sieman.
Berdasarkan Judul penelitlan tersebut, maka latar belakang penelitian int adalah
penegakan irin pemondokan sesuai PERDA Kabuparen Sieman Nomor 9 Tahun
2007 tentamg Pemandokan Kobuparen Sleman sont Im tumbub menjodi daerah
yang baxmt membuba wsahe pmma‘ahn dikarenakan danyak universias yang
telah di bangan. Banyaknya usaha pemondokan menimbuikan permasalaban yaitu
izin menyelenggarakan pemondokan. Izin Penyclenggaraun pemondokan 1elak
dlatur dalam Peratuwran Daerak Kabupaten Sleman Nomor 9 Takun 2007 tentang
Pemondokon, namun sampai saat ini masih belum hisa dikatakan ideal karena

masik bauyak pelargzaran yang terjodi dalam pelaksanaanmya,

Metode  penclition skripst v adalah  penelition  empiris  dengan
menggunatan pendekaton yieidis normanf terhadap Penegakan Hukim Perizinan
tentang Pemondokan memrwe PERDA Nomar 9 Tahun 2007 di Kabupaien
Sleman.  sokrik  pengumpulan date  dilakukan dm‘m oara  wawaneara,
kepustakaan, dan observasi terhadap objek penclition yatew penegakan Hukum
perizinan fentang Pemondakan menwrut PERDA Kabiypaten Sleman Nomar 9
Takun 2007tentang panoldahn.s‘ch:y‘um;u metode  penclitian skvipsi  inl

dipaparkan secara deskriptif kualitatif terhadap dara yang diporoleh,

Panegakan Hubum Perigingn tentang Pemondokan memant Peraturan
Namor 9 Takun 2007 d¢ Kab Sicman dfakukan darl Panganasan dari Satpol PP
yang bary diloksanakan pede akbir sakun 2015 sehingwa apa yang pinak Salpol
PP lakukds hanya swhedar pendatacs  dan  sosialisasipendataan  juga
menyarankan kepada mereka unik memaliki PERDA Kabupaten Sleman Nomor
9 Takun 2007 temiang Pemondokan.

Kesimpulan dari pembehosan mengenal Penegakan Hukum Perizinan
tersang Pemoudokan  menurut PERDA Nomor 9 Tahun 2007 dl Kabupaten
Steman  masik  belum  sempurne  dikarenakan  beberapa  fakior, yang
pertama, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 temtang pemondokan df
Kabupaton  Slemman  selame  beberapa  tahun  "Vakum”,  kedus,
pengawasan,sosialisasi,pendataan dan penertiban yung dilakutan dari Pikak
Swpol PP yang berwenang masith belim maksimal dikarenakan Peraturan Bupan
Nomor 37 Takun 2015 telak dicabut walau belum resmi. Dan Kurangmu
kezadaran Masyarakal dalam mengajwkan Periziran pemondokan.



